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Abstrak: Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis penerapan E-Government dalam pelayanan administrasi
persidangan di Bagian Hukum dan Persidangan Sekretariat DPRD Kabupaten Garut. Latar belakang penelitian ini
dilandasi oleh tuntutan reformasi birokrasi dan perkembangan teknologi informasi yang menuntut adanya pelayanan
publik yang lebih efektif, efisien, transparan, dan akuntabel. Metode penelitian yang digunakan adalah kualitatif dengan
teknik pengumpulan data melalui wawancara, observasi, dan studi dokumentasi. Hasil penelitian diketahui bahwa
ditemukan 2 tema meliputi: Kapasitas SDM dan Transformasi Digital, 11 kategori meliputi: Dukungan pimpinan,
kebijakan SOP, pengelolaan e-government, kualitas pegawai, literasi digital pegawai, lingkungan kerja digital, digital
persidangan, kondisi infrstruktur, dokumen dan informasi, manfaat e-government, adaptasi teknologi dan 75 code dalam
E-government Pelayanan Administrasi Persidangan di Bagian Hukum dan Persidangan Sekretariat DPRD Kabupaten
Garut. Metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah teknik pendekatan fenomenologi dengan
pendekatan kualitatif. Dalam penelitian ini Teknik pengumpulan data dilakukan dengan wawancara, observasi,
dokumentasi dan studi kepustakaan. Informan dalam penelitian ini meliputi : Sekretaris, Kasubag Hukum dan
Persidangan, Staff Bagian Hukum dan Persidangan, serta Anggota Dewan. Analisis data yang digunakan dalam penelitian
ini adalah analisis data model interaktif (Miles dan Huberman) yang terdiri dari beberapa komponen yaitu pengumpulan
data, reduksi data, penyajian data, dan kesimpulan atau verifikasi. Analisis data dilakukan dengan menggunakan alat
bantu Software Atlas.ti versi 9.
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Pendahuluan

E-Government di Bagian Hukum dan Persidangan Sekretariat DPRD Kabupaten
Garut memiliki permasalahan Permasalahan utama yang muncul yaitu belum optimalnya
implementasi sistem digital dalam keseluruhan proses administrasi persidangan. Sebagian
aktivitas, seperti pengelolaan dokumen, penjadwalan, dan pengarsipan, memang telah
memanfaatkan teknologi informasi. Akan tetapi, beberapa proses masih dilakukan secara
manual karena keterbatasan sumber daya manusia dan infrastruktur. Kondisi ini
menunjukkan bahwa digitalisasi belum berjalan secara menyeluruh dan terpadu.
Permasalahan utama yang muncul di Bagian Hukum dan Persidangan Sekretariat DPRD
Kabupaten Garut adalah belum optimalnya implementasi sistem digital dalam keseluruhan
proses administrasi persidangan. Sebagian aktivitas, seperti pengelolaan dokumen,
penjadwalan, dan pengarsipan, memang telah memanfaatkan teknologi informasi
(Rahyaputra, 2021).

Pelaksanaan tugas dan fungsi Sekretariat DPRD Kabupaten Garut, khususnya di
Bagian Hukum dan Persidangan, memiliki peran penting dalam mendukung kinerja
lembaga legislatif daerah. Bagian ini bertanggung jawab terhadap seluruh kegiatan
administrasi persidangan DPRD, mulai dari penyusunan jadwal rapat, distribusi
undangan, penyusunan notulen, hingga dokumentasi hasil keputusan sidang. Seluruh
aktivitas tersebut menuntut ketepatan waktu, koordinasi antarpihak, dan ketelitian dalam
pengelolaan dokumen yang memiliki nilai hukum. Bagian ini bertanggung jawab terhadap
seluruh kegiatan administrasi persidangan DPRD, mulai dari penyusunan jadwal rapat,
distribusi undangan, penyusunan notulen, hingga dokumentasi hasil keputusan sidang
(Diskominfo Bandung, 2017). Dalam praktiknya, proses administrasi persidangan selama
ini masih banyak dilakukan secara manual, seperti pengiriman undangan fisik, pencatatan
hasil rapat dalam bentuk dokumen kertas, dan penyimpanan arsip secara konvensional.
Meskipun sistem digital mulai diterapkan melalui aplikasi persidangan daring,
penerapannya belum sepenuhnya menyeluruh. Beberapa pegawai masih menghadapi
kesulitan dalam penggunaan aplikasi, baik karena keterbatasan pemahaman teknologi
maupun karena fasilitas pendukung, seperti perangkat kerja, yang belum sepenuhnya
mendukung, mencerminkan adanya kesenjangan kapasitas SDM yang menjadi hambatan
umum e-government di Indonesia (Shkarlet et al, 2020).
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Dalam konteks pelayanan administrasi persidangan, penerapan e-government
menjadi sangat penting terutama di lembaga legislatif yang memiliki fungsi pengawasan
dan pembuatan keputusan melalui mekanisme persidangan (Dwiyanto, 2022). Bagian
Hukum dan Persidangan Sekretariat DPRD Kabupaten Garut merupakan unit yang
bertanggung jawab mengelola administrasi pelaksanaan persidangan sebagai bagian
integral dari tugas DPRD. Namun, pelaksanaan administrasi persidangan yang bersifat
manual dan konvensional seringkali menghadirkan tantangan berupa proses yang lambat,
rawan kesalahan administrasi, dan keterbatasan akses informasi. Sekretariat DPRD
Kabupaten Garut, khususnya Bagian Hukum dan Persidangan, memiliki tanggung jawab
dalam mendukung penyelenggaraan persidangan, mulai dari penjadwalan, distribusi
undangan, penyusunan risalah, hingga penyampaian hasil persidangan. Sebelum adanya
digitalisasi, proses pelayanan administrasi persidangan masih dilakukan secara manual,
sehingga berpotensi menimbulkan keterlambatan distribusi dokumen, rendahnya akses
informasi, dan keterbatasan efisiensi.

Berdasarkan latar belakang tersebut, penelitian ini penting dilakukan untuk
mengkaji lebih dalam bagaimana implementasi E-Government dalam pelayanan
administrasi persidangan di Bagian Hukum dan Persidangan Sekretariat DPRD Kabupaten
Garut, faktor penghambat dan pendukung, serta dampaknya terhadap kualitas pelayanan
publik.

Metodologi

Metode penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan desain
fenomenologi untuk menggali secara mendalam pengalaman subjek penelitian terkait E-
Government Pelayanan Administrasi Persidangan di Bagian Hukum dan Persidangan
Sekretariat DPRD Kabupaten Garut.

Data dikumpulkan melalui empat teknik terpadu: Studi Kepustakaan (telaah
literatur dan regulasi), Observasi (pengamatan langsung proses kerja), Wawancara
Mendalam (percakapan dengan informan kunci menggunakan pedoman dan alat
perekam), serta Dokumentasi (analisis dokumen dan arsip terkait).

Informan penelitian dipilih menggunakan teknik Purposive Sampling, yakni
pemilihan narasumber yang paling memahami fenomena, terdiri dari empat individu
dengan peran strategis: Plt Sekretaris DPRD, Kasubag Hukum dan Persidangan, Staf
Pelaksana, dan Anggota DPRD.
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Analisis data dilakukan secara interaktif mengikuti model Miles dan Huberman,
melalui tahapan Reduksi Data (penyederhanaan data dengan memo dan transkrip),
Penyajian Data (koding dan kategorisasi data dalam bentuk naratif), dan Penarikan
Kesimpulan (perumusan temuan baru). Keabsahan data diuji melalui Triangulasi (sumber,
teknik, dan waktu) untuk memastikan validitas dan reliabilitas temuan penelitian.

Hasil dan Pembahasan

Dari hasil pengolahan data yang telah dilakukan dengan menggunakan Software
Atlas T.I melalui beberapa tahapan yaitu coding, menentukan kategori, dan menentukan
tema peneliti mengelompokan hasil riset ini menjadi 2 thema 11 kategori dan 75 code dalam
E-Goverment Pelayanan Administrasi Persidangan di Bagian Hukum dan Persidangan
Sekretariat DPRD Kabupaten Garut. Kategori yang diperoleh diantaranya meliputi,
Dukungan pimpinan, kebijakan SOP, pengelolaan e-governmnet, Kualitas Pegawai, digital
persidangan, kondisi insfrastruktur, dokumen dan informasi serta manfaat e-government.
Thema yang ditemukan antara lain adalah Kapasitas SDM dan Transformasi Digital. Thema
yang ditemukan antara lain meliputi :
1) Kapasitas SDM
2) Transformasi Digita

1. Kapasitas Sumber Daya Manusia

Gambar 1. Thema Kapasitas Sumber Daya Manusia
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Thema pertama adalah Kapasitas SDM, Nurnawati (2021) menegaskan bahwa
kesiapan dan kompetensi aparatur pemerintahan, khususnya dalam penguasaan teknologi
informasi, sangat menentukan keberhasilan implementasi e-government di berbagai
instansi pemerintahan. Tema kapasitas SDM terdiri dari lima kategori yang meliputi:
Dukungan Pimpinan, Kebijakan SOP, Pengelolaan E-Government, Kualitas Pegawai,
Literasi Digital Pegawai dan Lingkungan Kerja Digital.

Kapasitas SDM merupakan faktor fundamental dalam menentukan keberhasilan e-
government, sebagaimana ditegaskan oleh Nurnawati (2021) yang menekankan pentingnya
kompetensi aparatur dalam penguasaan teknologi. Analisis ini dibagi menjadi enam aspek
kunci, dimulai dari Dukungan Pimpinan yang merupakan faktor krusial. Pimpinan
Sekretariat DPRD Kabupaten Garut telah memberikan dukungan moral dan motivasi nyata
untuk mendorong digitalisasi administrasi persidangan demi efisiensi dan kecepatan.
Bahkan, pimpinan membuka ruang untuk usulan inovatif seperti perekaman otomatis hasil
rapat. Namun, dukungan ini masih berada pada tahap inisiasi dan belum diiringi dengan
dikeluarkannya Kebijakan SOP khusus untuk digitalisasi secara formal. Walaupun
kerangka kerja administratif secara manual sudah berjalan baik, kebutuhan akan SOP yang
mengatur layanan digitalisasi secara lengkap dan sistematis masih menjadi fokus
pengembangan karena belum semua bagian menggunakan layanan digital secara
menyeluruh.

Dalam hal Pengelolaan E-Government, kondisinya belum berjalan secara maksimal
dan masih dalam tahap pengembangan. Banyak pekerjaan di Sekretariat DPRD yang masih
dilakukan secara manual, dan sistem digital yang ada belum sepenuhnya terintegrasi. Hal
ini secara signifikan menghambat efektivitas layanan administrasi persidangan, sehingga
memerlukan upaya pengembangan layanan yang lebih terpadu.

Mengenai Kualitas Pegawai, meskipun sebagian pegawai di Bagian Hukum dan
Persidangan telah menerima pelatihan bimbingan teknis (bimtek), pelatihan tersebut masih
bersifat dasar dan belum merata ke seluruh pegawai. Ini menandakan perlunya
peningkatan kapasitas SDM yang lebih luas. Berbanding terbalik dengan keterbatasan
pelatihan formal, Literasi Digital Pegawai menunjukkan adaptasi yang positif. Para
pegawai menunjukkan kemandirian dengan aktif memanfaatkan sumber belajar daring,
melakukan eksperimen dengan sistem yang tersedia, dan menunjukkan inisiatif dalam
pembelajaran teknologi.

Terakhir, Lingkungan Kerja Digital di Sekretariat DPRD mulai bertransformasi,
didukung oleh budaya kerja inovatif yang mendorong pemanfaatan sistem digital untuk
percepatan administrasi. Hal ini terwujud melalui adanya ruang digital kolaboratif dan
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platform berbagi dokumen. Meskipun dokumentasi dapat diakses secara digital,
lingkungan kerja ini belum sepenuhnya digital dan terpadu secara menyeluruh, di mana
pemerataan sistem digital masih perlu diintensifkan. Secara ringkas, meskipun didukung
oleh pimpinan dan inisiatif individu, implementasi e-government terhambat oleh masalah
integrasi sistem dan ketiadaan kerangka kebijakan (SOP) formal.

2. Transformasi Digital

Gambar 2. Thema Transformasi Digital

Thema kedua adalah Tranformasi Digital. Transformasi digital di Sekretariat DPRD
berfokus pada peningkatan transparansi dan aksesibilitas dokumen serta informasi
persidangan. Tema Transformasi Digital terdiri dari lima kategori yang meliputi: Digital
persidangan, kondisi infrastrukur, dokumen informasi, manfaat e-governmnet, dan
adaptasi Teknologi.

Konsep Digital Persidangan adalah implementasi proses persidangan yang
didukung oleh Teknologi Informasi dan Komunikasi (TIK) untuk kelancaran administrasi.
Di Sekretariat DPRD Kabupaten Garut, digital persidangan belum sepenuhnya diterapkan
karena masih ada keperluan untuk prosedur manual dan bukti fisik resmi. Meski demikian,
Sekretariat DPRD Kabupaten Garut terus berupaya meningkatkan sistem digital
persidangan ke tahap pengembangan yang lebih baik. Kondisi Infrastruktur TIK—yang
mencakup hardware, software, dan jaringan—sudah memiliki perangkat komputer dan
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jaringan internet untuk menunjang digitalisasi administrasi. Namun, ketersediaan
perangkat keras belum sepenuhnya memadai, di mana beberapa meja kerja belum memiliki
komputer individual, bahkan masih memanfaatkan laptop pribadi pegawai. Meskipun ada
keterbatasan perangkat, jaringan internet diklaim berfungsi dengan baik tanpa kendala
berarti. Kesimpulannya, infrastruktur teknologi belum sepenuhnya memadai, sehingga
perluasan ketersediaan perangkat sangat dibutuhkan.

Dokumen dan Informasi, Sekretariat DPRD Kabupaten Garut telah menggunakan
beberapa aplikasi digital seperti SIDIA dan SINTA. Informasi persidangan yang penting
juga sudah diunggah dan dapat diakses melalui Jaringan Dokumentasi dan Informasi
Hukum (JDIH). Sistem ini mempermudah akses dan penyebarluasan produk hukum
daerah, meningkatkan transparansi, dan memungkinkan masyarakat mengakses informasi
publik tanpa harus datang ke kantor. Walaupun pengelolaan dokumen fisik masih
diperlukan sebagai bukti resmi, langkah digitalisasi ini telah mengurangi penggunaan
kertas. Kendala utama dalam pengelolaan dokumen dan informasi digital ini adalah
keterbatasan Sumber Daya Manusia (SDM) yang mengelola data serta kebutuhan akan
pelatihan yang lebih intensif.

Mengenai Manfaat E-Government, manfaatnya sangat dirasakan, selaras dengan
pandangan Indrajit (2004) tentang peningkatan efisiensi dan transparansi. Bagi anggota
dewan, e-government mempercepat penyampaian jadwal, distribusi undangan, dan akses
terhadap dokumen rapat. Hal ini secara signifikan mempermudah akses informasi dan
mempercepat proses pengambilan keputusan legislatif. Bagi pegawai, digitalisasi
administrasi persidangan meningkatkan efisiensi, akurasi, dan kecepatan penyelesaian
tugas, serta mempermudah koordinasi internal. Meskipun demikian, masih terdapat
catatan bahwa implementasi e-government belum merata di setiap bagian, khususnya di
bagian hukum dan persidangan, sehingga perlu ditingkatkan dan dikembangkan Kembali.

Terakhir, Adaptasi Teknologi oleh pegawai Sekretariat DPRD Kabupaten Garut
berlangsung secara bertahap. Pegawai telah menunjukkan kemauan yang baik untuk
belajar dan mencoba sistem digital baru. Namun, adaptasi ini masih menghadapi kendala,
terutama dalam hal keterampilan teknis dan konsistensi penggunaan aplikasi sehari-hari,
yang menunjukkan bahwa pelatihan berkelanjutan adalah kunci keberhasilan penerapan e-
government ini.
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Kategorisasi Data

Kategorisasi data merupakan kumpulan code-code yang telah dipaparkan peneliti
pada proses coding. Ini merupakan upaya yang dilakukan oleh peneliti untuk memilah dan
memilih data yang dibutuhkan dari hasil coding data penelitian. Tujuan dari adanya
kategorisasi data adalah untuk memudahkan peneliti dalam menjawa rumusan masalah
berdasarkan data yang relevan. Kategorisasi data merupakan kumpulan dari code-code
yang relevan berdasarkan hasil studi observasi, studi lapangan, jurnal, artikel, dan website.

Tabel 1. Kategorisasi Data

No Katego Coding
risasi
Data

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

Tema Kapasitas SDM

1 Dukun Pimpi Kewa Menduk Industri Digital Memud Mening

gan nan ji Ung 5.0 a Katkan
pimpin mens Ban adanya Hkan efektivi
an upp Pimpi digitali para Tas
Ort n Sasi pegawa pelayan
an i an
2 Kebijak  Belu Taha  Persidan Persidan Bentuk manual
n SOp mada p Gan Gan Fisik
Sop penge
m
Bang
an
3 Sarana  Tekno Aplik Program- Pemer Perangka Perang Pemeliha Perenca Real
dan logi asi program  intahan t luna kat raaan Naan is
prasara infor keras sistem sasi
na masi

4. Kualita Pelati Mela Untuk 2 Suncang  Bimtek Aplikas  Dokum

s han ksa orang i En
Pegawa Naka admini  Elektron
i n str ik
Pelati Asi
ha Persida
n n
gan
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Literasi Penti Sumb Eksperim Peningka Keberlanj Integra Pemahama Kemandi
Digital ngnya er en tan utan si n teknologi rian
Pegawa inova belaja penggun kemamp  pengetah kemam dasar pembelaj
i si r aan uan uan puan aran
darin  sistem adaptof digital digital
8
Lingku  Siste Buda DPenyedia Ruang Sumber Kinerja  Evaluasi Kebijaka
ngan m ya an digital daya digital ~ berbasis n
Kerja penda kerja  perangka kolaborat internal teknologi pembina
Digital mpin inova t if an
g tif pelatihan kompete
kerja nsi
Tema Transformasi Digital
Digital Lebih Penin Cepatdi  Cepat Work Kebutu Memper Menyia Pela
persida cepat gk Akses Dan From h Mudah Apkan y
ng Atan Efisien Home an Kinerja Berkas Ana
An kecep zaman  Dewan n
a Ad
Tan mi
Nisr
as
i
Kondisi Komp Lapto Jaringan  Wifi Fasilitas Penggu  Efektif dan
Infrastr ut P Internet na efisien
uk Er An
Tur kapasit
as nya
terbatas
Dokum Infror Ada JDIH Diakses Di akses Terbuk  Dokume
en mas di Secara Masyara a’ Ntasi
Dan I Publi Digital Kat Untuk  Product-
Inform  Persi  kas Umum  product
asi dang  Si
An
Manfaa Efisie Mem  Pening Penggu Mengura
t nsi Berik  Katan Naan Ngi
e- Biaya an Akunt Sistem Beban
govern Dam  Abilitas Adminis
me pak trasi
nt Positi
f
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Adapta Penye Integr Evaluasi  Resistens Pergeseer Pening Platform Pendamp
si suaia  asi penerapa i an katan daring ingan
Teknol npola siste  nsistem  terhadap budaya literasi tranform
ogi kerja m perubaha organisas digital asi

intern n i

al

Hambatan dari E-Government Pelayanan Administrasi Persidangan di Sekretariat DPRD
Kabupaten Garut

Hambatan utama dalam mencapai E-Government Pelayanan Administrasi
Persidangan di Sekretariat DPRD Kabupaten Garut terbagi menjadi dua fokus, yaitu
Hambatan Sumber Daya Manusia (SDM) dan Keterbatasan Infrastruktur Teknologi
Informasi. Dari sisi SDM, tantangannya adalah tingkat adaptasi teknologi yang masih
rendah karena sebagian besar pegawai berada di kelompok usia menengah hingga senior,
diperparah oleh keterbatasan program pelatihan yang berkelanjutan, yang berdampak
pada pemanfaatan sistem e-government yang belum optimal, khususnya dalam
penginputan dan pengelolaan data. Dari sisi infrastruktur, hambatan meliputi
ketidakcukupan dan ketidakstabilan fasilitas dasar seperti komputer dan jaringan internet
di beberapa unit kerja, serta masalah utama pada sistem yang belum terintegrasi
sepenuhnya, yang mengakibatkan adanya proses input data ganda dan mengurangi
efisiensi pelayanan administrasi persidangan.

Usaha untuk Menyelesaikan Hambatan dari E-Government Pelayanan Administrasi
Persidangan di Sekretariat DPRD Kabupaten Garut

Upaya utama yang dilakukan untuk mengatasi hambatan dalam implementasi E-
Government Pelayanan Administrasi Persidangan di Sekretariat DPRD Kabupaten Garut
mencakup tiga fokus utama. Pertama, Pengembangan Sistem Digital Persidangan
dilakukan dengan menciptakan aplikasi berbasis elektronik untuk digitalisasi seluruh
proses administrasi seperti penjadwalan, undangan, notulen, dan dokumentasi, yang
bertujuan untuk mempercepat distribusi informasi, memudahkan koordinasi, dan
mengurangi penggunaan kertas. Kedua, Penguatan Infrastruktur Teknologi Informasi
melalui pengadaan dan pemeliharaan perangkat keras yang memadai (komputer, server,
jaringan) dan peningkatan kualitas internet, sekaligus mengembangkan aplikasi
administrasi persidangan yang terintegrasi antarbagian untuk menghindari input data
ganda. Ketiga, Penyempurnaan Regulasi dan Prosedur dengan menyusun SOP berbasis
elektronik untuk setiap tahapan administrasi agar proses menjadi lebih jelas, cepat, dan
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transparan, serta mengajukan kebijakan internal yang menjadi dasar hukum kuat bagi
penggunaan sistem e-government. Secara keseluruhan, langkah-langkah ini, didukung oleh
peningkatan kapasitas SDM dan perubahan budaya kerja, diharapkan mampu menjadikan
penerapan E-Government lebih efektif, efisien, dan berkelanjutan.

Simpulan

Hasil penelitian mendalam yang menghasilkan dua tema besar, yaitu Kapasitas SDM
dan Transformasi Digital, menunjukkan bahwa implementasi E-Government di Sekretariat
DPRD Kabupaten Garut belum optimal karena masih menghadapi sejumlah kendala.
Dalam tema Kapasitas SDM, meskipun Dukungan Pimpinan sudah penuh, pelaksanaannya
masih kurang maksimal, dan Kebijakan SOP khusus untuk digitalisasi di Bagian Hukum
dan Persidangan masih absen. Pengelolaan E-Government yang sudah cukup baik dengan
adanya berbagai aplikasi pendukung, saat ini masih dalam tahap pengembangan dan
belum maksimal. Selain itu, Kualitas Pegawai memerlukan peningkatan melalui pelatihan
khusus karena masih ada pegawai yang belum menguasai teknologi. Sementara itu, dalam
tema Transformasi Digital, Digital Persidangan masih belum maksimal karena kebutuhan
akan bukti fisik dan banyaknya persiapan rapat yang masih dilakukan secara manual,
meskipun sudah didukung layanan digital seperti SINTA (Sistem Informasi Rapat Kerja).
Kondisi Infrastruktur sudah cukup baik dengan adanya fasilitas baru seperti layar
videotron di ruang paripurna, namun masih terdapat kekurangan komputer di meja-meja
pegawai. Di sisi positif, Dokumen dan Informasi Layanan Persidangan sudah cukup
transparan melalui aplikasi JDIH (Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum) yang
memuat produk-produk rapat. Secara keseluruhan, Manfaat E-Government sangat terasa
dalam mempermudah pekerjaan anggota dewan dan pegawai, namun perlu upaya
peningkatan berkelanjutan untuk mengatasi kendala yang ada.

Saran

Secara umum, implementasi E-Government dalam Pelayanan Administrasi
Persidangan di Bagian Hukum dan Persidangan Sekretariat DPRD Kabupaten Garut perlu
dioptimalkan, di mana belum optimalnya sistem digital secara menyeluruh menjadi
permasalahan utama. Untuk mencapai implementasi yang optimal, disarankan agar
Sekretariat DPRD memprioritaskan penguatan infrastruktur fisik dan pengembangan
sistem digital terintegrasi guna menciptakan alur administrasi yang efisien dan mendukung
budaya kerja kolaboratif; selanjutnya, perlu dilakukan peningkatan sosialisasi dan evaluasi
berkelanjutan terhadap kinerja sistem dan kepuasan pengguna sebagai dasar untuk inovasi
dan menjamin kualitas pelayanan publik yang optimal.
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